
BUPATI WAKATOBI 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN BUPATI WAKATOBI 
NOMOR 3 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI WAKATOBI, 

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak 
sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2023 dan untuk melaksanakan 
ketentuan dalam Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2023; 

.  . . 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten 
Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi 
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 
tentang Tata Cara Pengendalian dan Rencana 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 96, 
ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4663; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);  

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1781) ;  

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 
2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496); 

9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor l); 

10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten 
Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
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Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 
Nomor 5); 

1 1 .  Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 ten tang 
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran 
Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 7); 

12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Wakatobi Tahun 2021-2026 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2021 Nomor 8); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA 
KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAKATOBI 
TAHUN 2023. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Wakatobi. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi. 

5. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang 
selanjutnya disebut Bappeda atau sebutan lainnya adalah unsur 
perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan 
tu gas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan 
mengharmonisasikan penyusunan, dan evaluasi pelaksanaan 
rencana pembangunan daerah. 

6. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya 
disingkat RKPD-P adalah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2023. 

7. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya 
disebut Renja Perubahan PD adalah Perubahan Rencana Kerja 
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi 
Tahun 2023. 

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 

Hkmsetdawktb 0231033 



-4­ 

periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan 
berakhirnya masa jabatannya Kepala Daerah. 

9. Rencana Strategi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 
dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan 
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang sealnjutnya disingkat RKP 
adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) 
tahun. 

1 1.  Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENJA 
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah 
untuk periode 1 (satu) tahun. 

13.Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat dengan KUA adalah dokumen yang memuat 
kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta 
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

14. Prioritas dan Plafon Anggaran sementara yang selanjutnya di 
singkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal 
anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap 
program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan 
anggaran satuan kerja perangkat daerah. 

BAB II 
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 

Pasal 2 

Perubahan RKPD Tahun 2023 menjadi landasan dalam penyusunan 
Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan untuk 
menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
2023. 

Pasal 3 

(1) Sistematika Penulisan Perubahan Renja PD disusun sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

BAB II Hasil Evaluasi Renja PD Tahun Berjalan; 

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 

BAB IV Rencana Kerja Pendanaan Perangkat Daerah; 

BAB V Penutup. 

(2) Rincian Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 4 

Perangkat Daerah melaksanakan program dari kegiatan dalam 
Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan melakukan Perubahan Rencana 
Kerja Perangkat Daerah. 

BABlll 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasa!S 

(1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap 
kebijakan perencanaan Perubahan Renja PD. 

(2) Kepala PD menyampaikan Laporan hasil evaluasi perumusan 
kebijakan Perubahan Renja PD kepada Bupati melalui Kepala 
Bappelitbangda. 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Wakatobi. 

Ditetapkan di Wangi Wangi 
pada tanggal 2 - 8- 2023 

Diundangkan di Wangi-Wangi 
pada tanggal 2 8 2023 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI, 

AB 

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2023 NOMOR 
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